ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA AIR TERBIT
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009-2011

Penulis: Bika Bayu Surachmad, Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.SI.
Jurusan ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Riau.

Abstract

This research intent to know authority village head in coordination participative ala
village development and also causal factor which regard authority performing carries the
wind village in mengkoordinasikan participative ala village development at silvan air terbit
district tapung regency Kampar year 2009-2011. Approaching that at utilizes deep
observational it is kualitatif's approaching one that utilize analisis's unit informan with tech
data collecting passes through visceral interview, observation and studi is document. Analisis
that at utilizes is analisis descriptive kualitatif. Planning performing programs silvan
development activity at goes upon on society participation principle begins from preparation
phase that covers socialization, silvan deliberation and planning, performing phase and
pickings preserve phase development. Result observationaling to point out that: first, society
participation form on preparation phase as present and opinion or thinking contribution, on
performing phase forms society participation as energy, fund and significant, on preserve
phase forms society participation as energy. Both of, causal factor that regards kewenangan
village head in coordination participative ala village development at strong influence because
indigenous internal factor, internal factor which is authoritarian leadership style and indigent
restrains governance system as must it, and also reducing satisfy approaching that gets
character participativing to society. All that comes from basic factor carry the wind village
Air Terbit alone (personality).
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A. Latar Belakang Masalah

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang
mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik,
ekonomi maupun sosial. Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau
prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi yang esensial
sebagai pembuka peluang. Semua kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun yang dilaksanankan merupakan investasi. Investasi yang Kkita
perhitungkan dalam rangka pembangunan terutama adalah yang menambah kapasitas,
termasuk  yang menambah kemampuan masyarakat untuk memelihara bangunan dan
lembaga hasil pembangunan.

Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan
yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah
pembangunan masyarakat.

Menurut Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
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masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 216 ayat (1) yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam
Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kemudian yang dikatakan
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari uraian tersebut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, ini
diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah yaitu, pengaturan lebih lanjut mengenai desa
ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Untuk lebih
jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas
Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Kepala Desa mempunyai Wewenang
dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dalam kaitannya, Kepala
Desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki seharusnya diharapkan masyarakat dipedesaan
tentunya agar dapat lebih memberdayakan dirinya untuk berperan secara aktif dalam
membangun desanya bersama lembaga-lembaga yang ada didesa itu sendiri. Tugas Kepala
Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di
Kabupaten Kampar tepatnya di Desa Air Terbit dalam pelaksanaan kewenangan yang
dijalankan oleh kepala desa saat ini masih banyak memiliki kekurangan  dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan juga pembangunan yang partisipatif.

Pada umunya, dalam menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yaitu
melalui berbagai tahap sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan yaitu tahap perumusan
perencanaan , pelaksanaan, dan juga pengawasan. Kemudian, semua itu adalah tugas yang
harus dilaksanakan oleh kepala desa salah satunya yaitu mengkoordinasikan pembangunan
desa yang partisipatif.

Di Desa Air Terbit, yang terjadi adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan
pembangunan desa tersebut tidaklah berdasarkan aturan yang sudah ditentukan proses nya.
Sungguh tidak etis sebenarnya jika semua itu dilakukan oleh kepala desa sendiri dikarenakan
kewenangan yang ia miliki, sehingga dapat memutuskan secara sepihak saja, dan juga ketidak
sesuaian pembangunan yang diselenggarakan.

Tetapi, yang dimaksud mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
yaitu, kepala desa menjalankan proses pembangunan bersama-sama dengan komponen
masyarakat dan juga mitra kerja pemerintahan desa yaitu Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), BPD, dan juga lembaga lain yang ada didesa air terbit. Namun demikian,
faktanya bahwa kepala desa tidak melibatkan masyarakat dan juga lembaga yang ada
sepanjang perjalanan dari tahun 2009-2011. Seperti dalam hal perumusan perencanaan
pembangunan dan juga penyelenggaraannya.

Dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan desa yang baik Kepala Desa tidak
dapat melakukan dengan sendirinya walaupun memiliki kewenangan yang sutuhnya sebagai
Kepala desa. Dikarenakan banyaknya proses yang harus dilakukan dalam melakukan
pembangunan seperti dalam hal merencanakan pembangunan yang dilakukan melalui
Musrenbangdes, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan melakukan pengawasan yang dapat
dilakukan oleh BPD. Oleh sebab itu. Dalam hal ini peran perilaku seorang Kepala Desa
sangatlah penting karena memiliki kewenangan yang besar yang seharusnya untuk dapat
merangkul dan bekerjasama menjalankan pelaksanaan pemerintahan , pembangunan dan
kemasyarakatan.



Dalam usaha pembangunan desa, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam
masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara
infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat
merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan
menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh
kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara
aktif dalam program-progam pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis
merumuskan beberapa masalah. Adapun perumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis
ialah:
1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan
Desa secara Partisipatif Didesa Air Terbit Kecamatan Tapung Kababupaten Kampar
pada tahun 2009-2011?
2. Apa faktor penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa
dalam Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara Partisipatif Didesa Air Terbit
Kecamatan Tapung Kababupaten Kampar pada tahun 2009-2011?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Kepala Desa dalam Mengoordinasikan
Pembangunan Desa Air Terbit Secara Partisipatif Di Desa Air Terbit Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2009-2011.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi Kewenangnan Kepala
Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Air
Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2009-2011.

Sedangkan manfaat penulis melaksanakan Penelitian ini adalah:

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan pemikiran
bagi Masyarakat dan Aparatur Desa dalam menjalankan Pembangunan Desa.

4. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi yang
melakukan penelitian tentang pembahasan ini.

5. Sebagai motivasi pemerintah desa untuk dapat mengevaluasi pembagunan desa.

D. Kerangka Teori
1. Kewenangan
Kewenangan berkaitan juga dengan legitimasi yaitu sebagai penerimaan dan
pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan
melaksanakan keputusan politik (Surbakti, 1992). Dalam rumusan ini, konsep legitimasi
lebih berkait dengan konsep kekuasaan dan kewenangan yang menekankan hubungan
antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi selalu berkaitan dengan sikap masyarakat
terhadap kewenangan pemimpin. Jika masyarakat menerima dan mengakui hak moral
pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka
dapat diartikan kewenangan yang dilakukan pemimpin mendapat legitimasi dari
masyarakat
Menurut Eddi Wibowo (2004:29). Kekuasaan secara umum bisa diberi batasan
sebagai kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia, yang
dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok lain dalam interaksinya. Adapun
hasil interaksi yang dilakukan secara aktif tersebut, diharapkan dapat menimbulkan hasil
yang sesuai dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau kelompok orang



yang berkuasa. Pada dasarnya kekuasaan melekat secara inheren pada manusia sebagai
manusia politik (zoon politicon). Artinya, secara manusiawi, manusia memiliki keingginan
mutlak tentang kekuasaan, meskipun level pemilikan kekuasaan yang diperoleh bisa saja
bervariasi.

Ketertarikan terhadap kekuasaan bersumber dari keingginan untuk mencapai sebuah
tujuan yang hendak direalisasikan. Sebagai konsekuensinya, seseorang akan berusaha dan
salah satu tindakan yang termudah dilakukan adalah dengan memaksakan kemauanya
kepada pihak lain. Daya paksa ini kemudian dipergunakan dengan cara mengendalikan
orang lain dengan tetap mengutamakan keselamatan dirinya.

Praktik kekuasaan dilakukan melalui pola hubungan yang memegang peran subyek
dan peran obyek. Artinya, dalam relasi kekuasaan akan terdapat dua pihak yaitu, pihak
yang dikuasai atau diperintah dan pihak yang berada dalam posisi memerintah atau pihak
yang berkuasa, atau the rulled and the ruller. Pihak yang berkuasa akan memperoleh
ketertundukan atau ketaatan dari pihak yang dikuasainya. Dalam konteks ini, proses
kesetaran akan menjadi terpinggirkan karena ada pihak yang secara hierarkis lebih tinggi
dari pihak lainya, dan inilah yang kemudian menjadi salah ciri kekuasaan yaitu sifatnya
yang hierarkis.

2. Koordinasi

Menurut Riwiyanto, (1994) dalam buku(Jabal Tarik Ibrahim, (2003:81). Koordinasi
adalah tindakan menjalin atau beberapa atau seluruh kegiatan dengan memperhitungkan
kesesuaian waktu dan urutannya guna mencapai efektifitas dan tujuan organisasi yang
dihendaki. Dalam menganalisa organisasi perlu dinilai bagaimana koordinasi antar bagian
yang ada diorganisasi tersebut. Koordinasi dan Komunikasi mempunyai keterkaitan,
koordinasi dilakukan untuk mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang
yang melakukan kegiatan.

Untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan sosial tersebut, perlu adanya penyertaan
masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscaayaan dalam upaya
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk
berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap
pembangunan yang diprogramkan.

3. Pembangunan Secara Partisipatif

Untuk dapat mewujudkan keterlibatan partisipasi msyarakat agar dapat berdaya
sangat dibutuhkan kebebasan, kesempatan dan ruang gerak yang diungkapkan dalam
empat tingkatan. Kramer (1996) menyatakan bahwa partisipasi akan mengandung arti
keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Partisipasi
mengarah pada pengembangan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen
utama dari program—program pembangunan infrastruktur fisik daerah. Kepentingan-
kepentingan, dan saran-saran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab
untuk merencanakan dan memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial, dan dalam rangka tersedianya
kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fokus partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara
pribadi atau fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut
bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan kontribusi bergerak.
Wujud kontribusi dalam pembangunan bermacam-macam, misalnya barang, jasa, uang
maupun buah pikiran lainya. Ndraha (1992) menyatakan dengan berpartisipasi berarti
terdapat keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk
mengambil bagian dalam suatu usaha.



Adalah Sherry R Arnstein (1969) yang membuat skema tingkatan partisipasi
masyarakat dalam memutuskan kebijakan, diantaranya adalah kontrol warga negara
(citizen kontrol) pada tataran ini publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan
mengawasi pengelolaan sumberdaya. Setelah itu delegasi kewenangan (delegate power):
kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggaraan negara dalam pengambilan
keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan kemitraan (partnership): ada keseimbangan
kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk meremncanakan dan
mengambil keputusan bersama-sama.

E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif,
dimana hasil penelitian ini di deskripsikan secara jelas dan terperinci yaitu memberikan
gambaran secara komprehensif tentang analisis kewenangan Kepala Desa Dalam
Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dan faktor penyebab yang
mempengaruhi Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa
Secara Partisipatif di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2009-
2011.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya
dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunderyang dibutuhkan dalam
penelitian ini yaitu data-data yang berhubungan dengan bentuk partisipasi dan karakteristik
pedesaan di Kabupaten Bulukumba menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya serta
hasilnpelaksanaan program alokasi dana desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa.

Selain data sekunder tersebut diatas, digunakan pula data primer. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan observasi. Cara ini
ditempuh dengan alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung
sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu dengan
teknik ini juga diharapkan akan mendapatkan suatu pengamatan tentang keadaan lapangan
secara langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas namun
tetap dalam konteks pembahasan.

Sumber data primer dipilih secara purposive baik yang berkaitan dengan daerah
maupun informan yang akan diwawancarai. Pemilihan informanlebih didasarkan pada data
yang ingin diperoleh. Penggalian informasi yang berkaitan dengan program pemerintah akan
ditanyakan dengan agen-agen perencana yang ada di lembaga pemerintah.

Adapun lokasi penelitian ini Penelitian ini dilakukan di Desa Air Terbit Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar.Inidilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2005 tentangDesa.Hal ini untuk mendapatkan data dan informasi tambahan bagi penulis.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang
diperoleh dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan
analisis kewenangan kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa scara
partisipatif di desa air terbit kecamatan tapung kabupaten kampar tahunn 2009-2011. Hasil
kajian dokumen dan hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

F. Hasil Penelitian



A. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara
Partisipatif Di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun
2009-2011.

1. Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Air Terbit

Pada umumnya, dalam membuat perencanaan pembangunan desa, tentunya semua itu
dibina dan dipimpin oleh kepala desa. Karena kepala desa memilki peran untuk menjalankan
tugas dan kewenangan yang ia miliki. Sehingga dapat dilihat bagaimana peran yang
dijalankan kepala desa dapat terlaksana dengan baik agar terwujudnya roda pemerintahan dan
pembangunan desa yang merata.

Seperti sosialisasi pelaksanaan alokasi dana desa tersebut diatas ditujukan pada
lembaga-lembaga yang ada di desa dan kepada masyarakat desa. Dengan adanya sosialisasi
tersebut akan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan
desa dan diharapkan dapat berpartisipasi baik melalui dana swadaya masyarakat berupa
material, tenaga dan pikiran. Kegiatan sosialisasi untuk merumuskan perencanaan
pembangunan desa secara partisipatif dalam musyawarah desa tentunya yang dilaksanakan
dirasakan sangat penting, karena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung dengan baik,
akan memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh warga desa mengenai rencana
dan tujuan dari program tersebut, sehingga langkah-langkah pelaksanaan program dapat
dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disampaikan.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pada kegiatan sosialisasi ini yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa Air Terbit, masih adanya pro dan kontra yang terjadi dalam
kegiatan ini, disebabkan tidak adanya respon yang baik dari masyarakat setempat. Di
karenakan minimnya sumber informasi yang didapat oleh masyarakat ketika adanya program
pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari tahap sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat hanya
sebatas turut hadir dalam kegiatan, mereka belum memberikan sumbangan ide, tenaga, dana
ataupun material dan lahan. Namun kendati demikian, bahwa dalam kegiatan sosialisasi ini
kepala desa air terbit kurang efektif dikarenakan pendekatan kepala desa kepada masyarakat
kurang baik. Sehingga informasi-informasi yang di tujukan terhadap masyarakat tentang
pembangunan desa kurang optimal.

2. Musyawarah Pembangunan Desa (perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran).

Bentuk perencanaan pembangunan melalui mekanisme Proses Perencanaan, telah
mencoba melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melalui proses
perencanaan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Akan tetapi
berbagai literatur dan hasil penelitian, melaporkan bahwa keterlibatan masyarakathanya
dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedarpelengkap proses
pembangunan.Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif
dankurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama
ditingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan
merupakan program dari atas (top down), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego
sektoral.

Padahal pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan
partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Tulisan ini akan
melakukan tinjauan terhadap model perencanaan pembangunan desa pada masa lalu dan
masa sekarang ini terutama dikaitkan dengan partisipasi masyarakat. Dari tinjauan tersebut,
penulis mencoba memberikan alternatif pengembangan perencanaan pembangunan desa yang
partisipatif dan berkelanjutan dalam mendukung otonomi daerah.

Keterlibatan semua komponen dalam pola perencanaan partisipatif merupakan suatu
keharusan sehingga proses perencanaan sejak awal melibatkan pihak masyarakat dan



lembaga yang ada di Desa Air Terbit. Hubungan pihak aparat desa dengan konstituennya
(masyarakat) sudah selayaknya mempunyai komunikasi yang intensif, sehingga dengan
demikian issue yang ada di masyarakat sepenuhnya dapat di akomodasikan. Sedangkan
hubungan fungsional antara pihak Pemerintah Desa dan BPD, dan juga LPM sesuai dengan
peraturan yang mengatur bahwa seyogyanya menjadi pola kemitraan yang efektif. Perlu
dilakukan penyamaan persepsi diantara pihak Pemerintah Desa dan BPD, dan juga LPM
dalam pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas. Dengan demikian, hasil dari suatu
proses perencanaan yang partisipatif lebih dapat diakomodir.

Penganggaran pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam
pengembangan pembangunan desa untuk penganggaran kegiatan-kegiatan swadaya serta
menyusun APBDesa dari sumber ADD Desa Air Terbit. Penganggaran pembangunan desa
yang lebih komprehensif dengan mengoptimalkan aset-aset pembangunan masyarakat serta
sumber penganggaran lainnya sebagai sebuah kebutuhan, menjadi lebih mengemukan ketika
masyarakat desa semakin menghargai RPJMDesa dan RKPDesa yang mereka hasilkan.

Penganggaran menjadi salah satu modal negosiasi dengan pihak lain yang datang ke
Desa Air Terbit. Sebagai pendekatan asset base, upaya mendorong penganggaran kegiatan
yang akan dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa menunggu bantuan pihak luar menjadi
fokus utama. Meskipun demikian, dukungan penganggaran dari pihak luar termasuk
pemerintah tidak dapat dinafikan untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan
masyarakat. Menjadi tantangan untuk mensinergikan penganggaran swadaya dengan
mekanisme dan tahapan penganggaran pemerintah. Tantangan lain adalah bagaimana
memastikan keterlibatan masyarakat termasuk masyarakat miskin, perempuan, pemuda dam
kelompok termarginalkan lainnya untuk menumbuhkan tanggungjawab dan rasa memiliki.
Selain keterlibatan secara langsung, konsultasi publik menjadi strategi yang paling
memungkinkan.

Proses penganggaran desa partisipatif di Desa Air Terbit dilakukan setelah
dilaksanakannya Musrenbang Desa sampai dengan disahkannya Peraturan Desa tentang
APBDesa. Permendagri 37 tahun 2007 menegaskan bahwa Penyusunan RKPDesa
diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya, sedangkan
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diserahkan oleh kepala desa kepada BPD untuk
dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan paling lambat minggu pertama bulan
November tahun anggaran sebelumnya. Misalnya, RAPPKDesa tahun 2010 dihasilkan dari
Musrenbang 2009. Paling lambat Musrenbang harus sudah dilaksanakan pada akhir Januari
2009. Berdasarkan RAPPKDesa tahun 2010 tersebut, disusun APBDesa 2010. Penyusunan
dilakukan pasca Musrenbang 2009 —atau paling lambat akhir Januari 2009— sampai dengan
diserahkannya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2010 oleh kepala desa kepada
BPD untuk dibahas bersama paling lambat bulan Nopember 2009. Jadi tersedia waktu selama
9 bulan untuk penganggaran desa partisipatif.

Namun akan tetapi, faktanya dalam penelitian yang dilakukan bahwa, proses
mekanisme musyawarah pembangunan desa yang dilaksanakan tersebut tidak dapat
dibuktikan berupa laaporan pertanggung jawaban dan juga dokumentasi kegiatan.
Dikarenakan kepala desa melakukan proses perencanaan pembangunan tersebut hanya
bersifat formalitas saja. Pada saat sumbangan pikiran dan gagasan yang di rumuskan oleh
masyarakat tentang program pembangunan yang diinginkan masyarakat hanya di tampung
oleh kepala desa berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan di desa tersebut.

Selanjutnya, gagasan tersebut disaring oleh kepala desa bersama staf pemerintah desa
saja dalam sebuah rapat tertutup, dan tidak jarang program yang diajukan ketahap selanjutnya
itu hanya di rumuskan oleh kepala desa bersama perwakilan dari staf pemerintahan desa dan
juga lembaga yang ada.



Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan seperti kegiatan
swadaya menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran pada tahap awal. Kegiatan-kegiatan
swadaya tersebut dilengkapi dengan rencana penganggaran dan strategi mobilisasi
sumberdaya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan bersama pihak lain LSM atau pihak
swasta di desa seringkali mensyaratkan adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Hal ini
bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang
dilaksanakan. Kegiatan yang menindaklanjuti agenda pembangunan masyarakat tersebut
dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan jika sebelumnya sudah terbangun proses
dan kesepakatan dengan proyek tersebut.

Untuk menjamin bahwa Pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, seharunya pemerintah desa tentunya kepala desa lebikberpihak
pada masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya, yaitu seluruh proses
pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi
masyarakat khususnya masyarakat miskin, agar masyarakat puas deengan pembangunan yang
direalisasikan didesa air terbit. Kemudian keterbukaan kepemimpinan kepala desa sangatlah
mempengaruhi setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihatdan diketahui
secara langsung oleh seluruh masyarakat desa., dengan itu setiap proses dan tahapan-tahapan
kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di
desa maupun pada masyarakat.

3. Pengawasan Terhadap Pembangunan Desa Secara Patisipatif.

Pemasalahan pembangunan desa, termasuk lemahnya kelembagaan desamengharuskan
perlunya pemikiran kembali terhadap pendekatan yang pernahdilakukan selama ini.
Pendekatan top-down,dan mencuatnya ego sektoral membuatsetiap Dinas/Instansi melakukan
kegiataannya secara sendiri-sendiri tanpa adanyakomunikasi dan koordinasi yang jelas
antarstakeholders. Dengan dasar tersebut, makauntuk peningkatan efektifitas pembangunan
desa berkelanjutan dan termasuk kelembagaan diperlukan keterpaduan kerja dari semua pihak
yang terkait.

Koordinasi dan kerjasama yang efektif akan bermanfaat tidak saja dalam menyatukan
visi dan mengintegrasikan misi, tetapi juga dalam mengatasi adanya duplikasi pelayanan,
pemborosan dana, jurang (gap) pelayanan, serta aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
Koordinasi dan kerjasama antar stakeholders akan membantu proses konvergensi dan
divergensi sumberdaya bagi proses pembangunan pedesaan. Untuk itu, dalamperencanaan
desa hendaknya juga dikembangkan struktur partisipasi dan pemberdayaanbagi masing-
masing stakeholders. Setiap stakeholder dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan,
implementasi, evaluasi, dan berbagi hasil, yang pada gilirannya melahirkan komitmen dan
tanggung jawab.

Pemerintahan desa yang otonom akan dapat diwujudkan apabila program-program
pembangunan dari atas tidak mengedepankan ego sektoral dan Dinas/Instansi menempatkan
pemerintah  desa “saluran” program-program sektoral. Semua program-progam
pembangunan, bantuan/dukungan teknis dan pendanaan, baik dariDinas/Instansi Pemerintah,
Swasta, LSM dan lembaga-lembaga lainnya harus melalui Pemerintahan Desa yang
kemudian bersama-sama masyarakat melalui LPM akan menyesuaikan dengan program
pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, BadanPerwakilan Desa (BPD) harus
melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol dalam kedudukan sebagai mitra pemerintahan
desa. Apabila mekanisme yang aspiratif dan partisipatif ini dapat dikembangkan dalam
kerangka pembangunan desa berkelanjutan, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.

Akan tetapi yang terjadi bahwa dalam melakukan pengawasan BPD dan Kepala Desa
masih sering terjadi kesalah fahaman yang fatal sehingga dalam pelaksanaanya adanya

8



kecendrungan terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, kepala desa belum
mampu menjalankan kewenangannya yaitu dalam hal pengkoordinasian yang baik sehingga
terjadinya kesalah fahaman antara BPD dan tim pelaksanaan Pembangunan Desa. Misalnya,
pada pembangunan tahun 2009 yaitu penimbunan jalan kenanga I dan Il Desa Air Terbit.

Kemudian dari pada itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan
ini disebabkan bukan karena ketidak perdulian masyarakat terhadap pembangunan yang
sudah dilaksanakan tetapi karena pembangunan itu tidak menjadi kebutuhan yang diharapkan
oleh masyarakat.

B. Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa
Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Air
Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2009-2011.

1. Faktor Internal

Adapun dalam hal ini faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap
Pembangunan Desa Air Terbit Kacamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah faktor yang
dari Pemerintah Desa atau Aparat Desanya sendiri. Karena sebagai Aparat Pemerintahan agar
dapat menjaga komunikasi yang baik serta memiliki keterbukaan yang erat terhadap
masyarakat desa Air Terbit. Dari interaksi tersebut nantinya dapat membangun kesadaran
masyarakat tentunya terhadap masalah politik, pembangunan dan juga ekonomi yang
mempengaruhi perkembangan yang potensial.

Selain itu Masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pembangunan Di desa Air Terbit
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebab sudah jelas bahwa pelaksanaan pembangunan
bersifat partisipatif. Oleh karna itu, pembangunan yang dibangun berdasarkan keinginan dan
usulan dari masyarakat yang sangat membutuhkan bukan karna kelompok kepentingan dalam
bidang pemerintahan. Apabila masyarakat memiliki Pengetahuan terhadap Proses
Pengambilan Keputusan pembangunan maka pembangunan tersebut menentukan corak dan
arah suatu keputusan yang akan diambil juga.

2. Faktor External

Selain faktor internal juga di pengaruhi oleh faktor external, yaitu dari pihak swasta.
Misalnya, PT, CV dan lainya, seperti yang sudah ada dari tahun ketahun bahwa PT juga
memberikan kontribusi yang baik dan dapat bekerja sama dengan baik pula.

Pemerintah Daerah dalam hal ini, juga memberikan motivasi dan juga bantuan baik itu
berupa pembangunan maupun pendanaan. Yang semua itu ditujukan demi menjalakan tugas
kenegaraan tentunya agar dapat menbagun perkembangan pembangunan pedesaan dan
kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan informasi tersebut, bahwa setiap pembangunan yang diselenggarakan
Desa Air Terbit, Pemerintah Daerah dan Swasta tentunya juga sangat berpengaruh terhadap
pembangunan Didesa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun bantuan
yang diberikan Pemerintahan Daerah yaitu kebijakan, motivasi dan bantuan dana untuk
mendorong berlangsungnya pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dan
masyarakat. Kemudian juga, pihak Swasta dapat menjalin kerja sama anara pelaksana
pembangunan demi kelancaran kebutuhan material untuk pembangunan Desa tersbut.

G. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan



Kewenangan Kepala Desa Dalam mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara
Partisipatif di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2009-2011
masih belum berjalan dengan baik dalam melakukan koordinasi terhadap bawahanya
(staf pemerintahan) dan juga mitra kerja yang ada di Desa Air Terbit. Selain itu, gaya
kepemimpinan yang cenderung otoriter dalam memutuskan dan mengambil keputusan
tanpa adanya musyawarah terhadap pihak-pihak lembaga dan masyarakat serta belum
bisa menjalin komunikasi yang baik kepada mitra kerja maupun masyarakatnya. Oleh
karena itu, sepanjang perjalanan Kepala Desa dari tahun 2009-2011 bahwa, Kepala Desa
masih bersifat otoriter dalam menjalankan kewenangannya, dikarenakan Kepala Desa
tidak bisa mengayomi mengarahkan dan membimbing masyarakatnya untuk bersama-
sama membangun desa secara pastisipatif. Berdasarkan pemaparan itu maka
pembangunan partisipatif yang diharakapkan masih sebatas partisipasi yang sifatnya di
mobilisasi.

Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi Kewenangan Kepala Desa Dalam
Mengkoordinasikan Pembangunan Secara Partisipatif Di Desa Air Terbit pada tahun
2009-2011 terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu bahwa
sepanjang perjalanan dari tahun 2009-2011, tidak adanya kedekatan dan keseimbangan
kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, sedangkan faktor external
selama ini sudah banyak memberikan kontribusinya dengan baik. Namun, kenyataanya
penyebab yang mempengaruhi Kewenangan Kepala Desa Air Terbit yaitu berasal dari
faktor dasar kepribadianya (personalitinya).

Saran

1.

Perlu adanya pendekatan partisipatif dalam mensejahterakan masyarakatnya dan bukan
bertujuan untuk mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. agar masyarakat
juga berperan serta dalam pencapaian tujuan pembangunan desa dan juga mamiliki rasa
tanggungjawab yang besar terhadap desanya sendiri.

Seharusnya sebagai Kepala Desa dalam melaksanakan keperintahanya disesuaikan
dengan peraturan daerah dan juga peraturan pemerintah yang ada.. Sehingga tujuan dari
pembangunan bisa tercapai sesuai dengan apa yang seharusnya. Untuk bawasda sendiri,
seyogyanya dalam mengawasi desanya lebih intensif lagi, karena kurangnya
pengawasan dari pihak bawasda sehingga terjadi pemerintahan desa demikian.

Dan juga, sebagai pemimpin yang baik harus mampu mengayomi dan mengarahkan
bawahanya (staf pemerintahan desa) dan juga serta memberikan contoh teladan yang
baik dan memiliki disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Perlu adanya kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan komponen masyarakat dan
lembaga yang ada di Desa AirTerbit, agar kedepanya dalam membina kehidupan
masyrakat dan juga tarap pembangunan desa yang partisipatif menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka
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